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Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum 
A<lministrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada dacrah 
yang bcrsangkutan. Atau dcnga11 pcrkalaan lain bahwa suatu dacrah di dalam kcgiatan 
pelaksanaan pembangunan dan pernerintahan bertitik tolak dari anggaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan sclama masa periode 
anggaran tersebut berlaku. Dalam penelitian ini akan diketengahkan pembahasan 
mcngcnai pclaksanaan penyusunan anggaran yang dilakukan di lingkungan 
Pemcrintah Provinsi Sumatera Utara, baik itu peruntukannya. penggunaannya, 
perencanaannya dan realisasinya. 

Untuk membahasa latar belakang tersebut maka ditemukan permasalahan yaitu 
apakah penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 13 Tahun 2006 dan hambatan-hambatan apa saja 
yang 1imbul dan terjadi dalam penyusunan anggaran Pcmerintah Provinsi Sumatera 
Utara. 

Dalam penyusunan skripsi ini maka diadakan metodc pengumpulan data sccara 
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi 
Surnatera Utara. 

Dari hasil pengumpulan data maka diketahui fungsi Biro Keuangan 
Sctdapropsu dalam ha! pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh 
undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terbadap segala 
hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah 
tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Aspek hukum dalam 
proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan dacrah suatu proses 
pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di dalam suatu i nstansi 
pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan aspek hukumnya 
meletakkan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijalankan 
sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini 
menemukan keganjilan ditindak lanjuti sebagaimana pula ditentukan penmdang
undangan. 
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